
bahwa unruk melaksanakan ketenruan PasaJ 5 Peraturan 
Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 

tentang pembeotukan dan susunan perangkat daerah, 
serta Pasal 38 Pcraturan Bupati Sarolangun Nomor 68 
Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, 
tugas, fungsi dan tata kerja dinas tenaga kerja dan 
transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Ke.rja Unit Pelaksaoa Teknis Daerah 
BaJai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan 
Traosmigrasi Kabupaten Sarolangun; 

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 rentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupatcn Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur, (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentaog 
Pembeotukan Kabupateo Sarolangun., Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3969); 
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FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH BALA! LATlHAN KERJA PADA DINAS TENAGA 
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAROLANGUN. 

ORGANISASI, TUGAS DAN 
PEMBENTUKAN, TENTANG BUPATI 

SUSUNAN 
PERATURAN 
KEDUDUKAN, 

MEMUTUSKAN: 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentaog 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

4. Peraturan Dacrah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susu.nan Perangkat 
Oaerah {Lembaran Oaerah Kabupaten Sarolangun Tahun 
2016 Nomor SJ sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Dacrah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 tabun 
2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tabun 2016 tentang 
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor I OJ; 

5. Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2016 tentang Susunan 
organisasi, kedudukan, rugas, fungsi dan Tata kerja Dinas 
tenaga kerja dan transmigrasi (lembaran daerah Kabupaten 
Sarolangun Tahun 2016 Nomor 68); 

tentang 
Republik 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara 

2. 

Menetapkan 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemerintahan Daerah adalab penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonom.i dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-hiasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kcpala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pcmerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kcwcnangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun. 
6. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebaga.i unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 

7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kahupatcn Sarolangun; 

8. Dinas adalah Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun; 
9. Dewan Perwakilao Rakyat Daerah yang selanjumya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilao rakyat dacrah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Sarolangun. 

11. Bala.i Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat 81.,K adalah prasarana dan 
saraoa tempat pelatihao untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin 
meodalami keahliao clibidang keteoagakerjaan. 

12. Unit Pelaksana Teknis Dioas Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat 

UPTD BLK adalah uosur pelaksaoa teknis operasional dan/atau kegiatan 
teknis penunjang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Sarolangun. 

13. Kepala UPTD BLK adalab Kepala UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dao 
Traosmigrasi Kabupaten Sarolangun. 

14. Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsioal adalah Sub 
Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fuogsioal pada Dinas Tenaga 
Kerja dao Transmigrasi Kabupaten Sarolangun. 

lNi!'iUI i'ERArtJllAN BUi'ATI) 
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BABIV 
SUSUNAN ORGAN!SASI 

PasaJ 4 

(1) UPTD BLK mempunyai struktur sebagai berikut: 
a. Kepala UPTO; 

b. Kepala Subbagian Tata Usaha; 
c. Jabatan Fungsional. 

(2) UPTD BLK dipimpin oleb seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab 
Iangsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Sarolangun. 
(3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab Kcpada UPTO. 

(41 Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimsksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB OJ 

KEOUOUKAN 

Pasal 3 

(1) UPfD BLK merupakan unsur pelaksana rugas tertentu pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun yang bersifat operasional. 
(2) UPTO BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (!) berkedudukan di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
Dengan Peraturan Bupati ini dibenruk Unit Pclaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Sarolangun, yang bercujuan untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
Oinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya menambab, memberikan, 
meniogkatkan keterampilan, vokasional dan kecakapan hidup serta 
pengetahuan bagi masyarakat, pencari kerja, Tenaga Kerja sesuai kebutuhan 
dan keahliannya 

BABU 



PasaJ 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala 

UPTD BLK menyelenggarakan fungsi : 
a. Menyusun kebijakan dibidang pelatihan kerja; 
b. Menyusun rencana dan kegiatan kerja UPTO BLK; 
c. Mengkoordinasikan kegitan iostruktur dalam melatih para peserta pelatihan. 

d. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan basil kerja,hasil yang dicapai 
sesuai ketentuan yang berlaku sebagi bahan pertimbangan dalam 
pengembangan karir; 

e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepelatihan yang diselenggarakan; 

f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya. 

Kepala Unit Pclaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga kerja dan 

Transrnigraai mempunyai rugas pokok melaksanakan tugas teknis penunjang 
dan atau teknis operasional dinas di bidang latihan kerja, 

Pasal 6 

Bagian Kesaru 

Uraian Tugas dan Fungsi Kepala UPTD BLK 

(I) UPTO BLK mempunyat tugas melaksanakan pelatihan bagi calon tenaga 
kerja, tenaga kerja atau masyarakat maupun kelompok masyarakat dalarn 
rangka pemberian pengetahuan, keterampilan, vocasional, serta kecakapao 

hidup bagi masyarakat pada dunia kerja dan dunia iodustri. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BLK 

mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja; 
b. Pelaksanaan Pelayanan Pelatihan Kerja; 

c. Pelaksanaan Teknis Dibidang UPTD Balai Latihan Kerja; 
d. Pelaksanaan rugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

BABY 

TIJGAS DAN FUNGSI 

PasaJ 5 

I r rERATIIRt'i llUPtll) 
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Pasal 10 

{I) Kelompok Jabatan FungsionaJ di lingkungan Dinas dan UPrD mempunyai 
tugas menunjang tugas pokok Dinas dan UPTD sesuai dengan keahlian yang 
dimilikinya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat [I], 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi : 
a. Merencanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan bidang keahliannya; 
b. Mempersiapkan materi, bahan serta modul pelatihan yang menjadi 

tanggungjawabnya; 
c. Melaksanakan evaluasi kegiatan pelatihan sesuai bidang keahliannya; 
d. Melaksanakan kebijakan teknis dinas da1am bidang / keahliannya; 
e. Membina, membimbing dan memfaslitasi pelayanan umum dibidang 

keahliannya; 

f. Melaporkan basil kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan 
bidang keabliannya; 

g. Melaksanakan tugas lain yang dibcrikan oleh atasan. 

Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan FungsionaJ 

Bagian Ketiga 

Pasal 9 
Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian 
Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan keuangan; 
b. Menyiapkan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana BLK; 
c, Melaksanakan urusan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan 

perpustakaan; 
d. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan 

BLK; 
e. Melaksanakan tata usaha dan rumah tanggan; 
f. Melaksanakan rugas lain yang dibcrikan oleh atasan. 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 8 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD BLK dalam 
menyusun perencanaan program kegiatan, keuangan, kepegawaian, persuratan, 
kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga UPrD 81..,K. 

IMWLI PERllfllli~N our1J1) 



Hal-hal yang belum diarur dalam Peraruran Bupati ini, sepanjang mengenai 
pelaksaoaannya akao diatur lebih lanjut dengao Keputusao Bupati. 

KETENTUAN LAlN·LAlN 

Pasa114 

BAB VJII 

(I) Segala biaya yang dipcrlukao dalam pelaksaoaan tugas UPTD BLK 
dibebankan pada Anggaran Pcmerintaha Daerah (APBD). 

(2) Pembiayaao pelatihan yang dila.ksaoakan oleh UPTD BLK dapat bersumber 
dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lain yang tidak mengikat. 

BABVIl 

PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

BAB VJ 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 12 

(I) Pejabat Struktural pada UPTD BLK diaogkat dan diberhentikan oleh Bupati 
atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan Kctentuao Pcraturan Perundang· 
Undaogan yang berla.ku. 

(2) Pejabat fungsional tertentu diaogkat dan diberhentikan oleh Bupati alas usul 
Sekretaris Daerah berdasarkan ketenruan peraruran perundang-undangan. 

(3) Pengangkatan dalarn jabatan fungsional umum dilakukan oleh Sekretaris 
Daerah alas usul Kepala Dinas yang ditetapkan dengao Kepurusan Bupati 
dengan berpedoman pada kcteoruao pcraruran perundaog-undaogan. 

(4) UPTD yang ada saar ini tetap melaksanakan rugasnya sampai dengan 
dilantik:nya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraruran 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 12 tahun 2017, terhadap hak-hak keuangao 
yang bertugas lingkup UPTD saat ini tctap dibayarkan. 

PasaJ 11 

Dalarn melaksanakan tugas sctiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan 

wajib menerapkan prinsip koordinasi, inregrasi dan singkronisasi balk dalam 
lingkungan rnasing-rnasing maupun antar satuan organisasi dilingkungan 
Pemerintah Daerah sesuai dengan rugas masing-masing. 
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SERITA DAERAH KABUPATEN SAROI..ANGUN TAHUN 2018 NOMOR 

Diundangkan di Sarolangun 
pada tanggaJ 16 jAf.l'-'A'e.1 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, 

THAB~Ll 

Ditetapkan di Sarolangun 

pada tanggaJ /6 JA"UA"R.\ 2018 
BUPAT AROLANGUN, T[LA8 fJIT[lJTJ KtilENAllAN'.'!YA 

\I.D'itia1 =- -· Hlll"...11 OM k.~ 
l~ ---::r . ~~.--. ,Ht.tAO NASRt SH 
fJ!p~., "o,.,f I ,C 1 1;$J!l!l l~tltl '~"" 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada canggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten Saro.langun. 

Pasal 16 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD BaJai Latihan 

Kcrja Usaha Kecil Menengah pada Dinas SosiaJ, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Serita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 53) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 15 

BABIX 

KETENTUA.'11 PE:NUTUP 

(~WUI PSIATUl!t.11 aur."11} 
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KElOMPOKJABATAN E- I 

FUNG SIONA!. I - - - 

KEPALA SUB BAGIAN 
TATAUSAHA 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALA! lATIHAN KERJA PADA 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMlGRASJ 

I.J\MPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 

NOMOR \<\ TAHUN 2018 
TANGGAL 16 ;:JA.,..41'\ 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN PUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH BALA! lATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA 

DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAROLANGUN. 
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